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WEBSITE
Menurut Thurlow:

Website adalah sistem dari server komputer yang 

terkoneksi melalui jaringan internet dan dengannya bisa

dilakukan pertukaran data, dan secara formal terbentuk

dari suatu bahasa pemrograman HTML (Hypertext 
Markup Language), Flash, atau Java. 
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STANDAR WEBSITE JDIH

PERMENKUMHAM NOMOR 8 TAHUN 2019

 Nama Domain Merupakan subdomain dariwebsite utama suatu instansi (Ex. 

Jdih.jatimprov.go.id)

 Memuat logo JDIHN diletakkan pojok kiri atas layar

 Menampilkan link daftar alamat website anggota jaringan yang ada dibawah instansinya.

 Struktur organisasi pengelola JDIHN

 Alamat dan kontak pengelola JDIHN

 Konten dalam website JDIH harus memuat dokumen hukum

 Terdapat menu penelusuran(searching dokumen)

 Terdapat kuisioner tentang indeks kepuasan pengunjung website JDIH



FUNGSI WEBSITE JDIH TIDAK 

BISA DILEPASKAN DARI 

TUJUAN JDIHN 



TUJUAN JDIH
PASAL 3 PERPRES 33 TAHUN 2012 TENTANG JDIHN

a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang 

terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;

b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat

diakses secara cepat dan mudah;

c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar

sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;

d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik

sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, 
efisien, dan bertanggung jawab.
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FUNGSI WEBSITE JDIH

 MENGUMPULKAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DAN NON PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

 MENYEBARLUASKAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG AKURAT  
(MASYARAKAT SERING MENDAPAT INFORMASI YANG SALAH TENTANG 
PERATURAN YANG AKAN ATAU SUDAH DIBENTUK)

 MEMPERMUDAH REVIEW PERATURAN

 PENEMUAN KEMBALI HUKUM 



813 PERATURAN DESA DI JDIHN.GO.ID 

SEBANYAK 422 MERUPAKAN HASIL 
INTEGRASI PERATURAN DESA 

DI JDIH KABUPATEN BANYUWANGI











PROMOSIKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM



TERIMA KASIH

LEBIH BAIK SAYA MENJADI KAKEK-KAKEK 

YANG  BERJIWA MUDA DARIPADA 

MENJADI ANAK MUDA YANG BERJIWA 

KAKEK-KAKEK


